
BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 
NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah tahun 2021, perlu dilakukan 
penyesuaian dan perubahan Rencana Kerja Satuan 
Perangkat Daerah tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 
2021; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran NRI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana  Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4816); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 

Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentangStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentangLaporan  dan Evaluasi  Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 
2017  tentang Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara. Perencanaan, Pengendalian, dan 
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Evaluasi Pembangunan Daerft b, '1'11(ft Corn 
Rancangan Penn man Daerah (enlanp, Rencanti 
Pembangunan Jangka Pniijniig clan Janglcia Mew:rigid] 
Daerah, scrta Tata Cara Pertibalmn Renefina Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .1fingka 
Menengalt Daeralt, clan Rencana Keda Dacrah 
(Berlin Negara Republik Indonesia Tabun 201'1 Nomor 
1312); 

24. Peraturan Menteri Dakr) Negeri Nornor 100 Tabun 2018 
tentang Pencrapun Standar Pelayanan Minirnstl (I erit 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1540); 

25. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ((icrila 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  clan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Kcuangan Daerah (Berlin 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 590); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2011 
Nomor 16); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberpakali diubah 
terakahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kcdua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 
Tahun  2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3); 
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32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
 tugas, Fungi, UraianTugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan  Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Berita  a Daerah  Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2017 Nomor 19); 

33. 
Peraturan  Bupati  Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2020 

(enfant; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2021 (Berita Daerah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2021 
Nomor 23). 

34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 22); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021. 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Tanah Bumbu. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP 
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 
(satu) tahun. 
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6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya  disingkat  RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan 
daerah. 

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan 
pemerintah daerah. 

10. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah 
yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah uns ur 
perencana  penyelenggaraan  pemerintahan  yang 
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, 
pengendalian,  dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

Pasal 2 

(1) Perubahan Renja-SKPD Tahun 2021 merupakan dokumen 
perencanaan yang harus dipedomani oleh Perangkat 
Daerah dalam menyusun RICA Perubahan-SKPD Tahun 
2021. 

(2) Rincian Perubahan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini. 

Pasal 3 

Untuk menjamin keselarasan RKA Perubahan-SKPD dengan 
Perubahan Renja Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) melakukan verifikasi terhadap RKA Perubahan-
SKPD. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

 

Ditetapkan di Batulicin 
 

pada tanggal 26 Agustus 2021  

BUPATI TANAH BUMBU  

H. M. ZAIRULLAH AZHAR  

Diundangkan di Batulicin  

pada tanggal 26 Agustus 2021  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 

H. AMBO  SAKKA 

 

•   

 

V 

   

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 
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